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Abskak'Dclam lJuzanah luhtm lslam, ubma
Hasik me muskan biteria, mtcam-macam, dan

ketfulan sebuah akad ildam transaksi muamahh.

Rut turlatl akad Ercebut bastmber pada al-Qur'an,
hadis, ilan ijtihad. Salah satu prinsip yang dianut
ilalam sebuah akad adalah tiilak boleh mmgarulung

unsur iba, ghadr dan maysir. Tranuksi ekonomi

sad ini tumbuh dmgan pesat ilan bnagam. Hal ini
tumbutulikan prinsip leehati-hatian, ttrutama sml
kehalalamrya, agar Wri pihak yang terlibat
teilinfungi *cara luhtm Entang hak dan

keujifunnya. Untuk itu, sebuolt transksi
hendakiya diikat dengan akail perjanjian. Tulisan
ini nenaparkan akad rytjanjian perspektif Islam

ilisedai csntoh dengrn jelas, yaitu tentang knrtu
bedit syanah

Kata Kunci: Aqd mu*mma, Aqil ghairu rnusmnu,
kalalah ua al- ijanh, kafalahun al-qarilh,lartu kredit
syariolt.

PENGANTAR

Ada ungkapan orang Jepang bahwa jika membuat produk
barang dan teknologi untuk dijual di Indonesia tidak perlu
diberi buku petunjuk penggunaan, karena alan sia-sia. Sebab,

sebagian besar orang Indonesia tidak pemah mau merrbaca
buku petunfuk tersebut Begitu pula dalam hal melakukan
konhak perjanjiaq banyak di antaranya yang langsung tanda

'Penulie edzlah Doecn F.kult s Sy.ri.h ISID Gootor Potrorogo
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tangan menyetuiui kontrak, tanpa membaca lebih dahulu
klausul perjanjiarr sehingga s€ring te4adi complain dan
penyesalan.

Tidak sedikit orang yang kurang memahami dengan
bernr tentang hukum perjaniian padahal hai ini pmting
me:ngingat bahwa hampir semua transaksi, termasuk
kansaksi ekonomi, diikat dalam sebuah akad (p.4*jla.).
Misalnya dalam hal jual beli, utang-piutang, piniam-
merninjam, sewa-menyewa, gadai, maupun transaksi yang
lebih modem seperti jual beli saham, sekuritas,l [ran&i*,
MLM, e-commoce dan jasa kartu kredi! semuanya
meruyara&an adanya perian ian.

Dengan mempelajari hukum peianiiart minimal
seseorang akan melek hukum (lagal literacy) dat mamprt
membuat kontrak perjanjian. Mata kuliah hukum perjanjian
Islam sendiri sudah menjadi materi wajib fakultas hukum di
beberapa perguruan tinggi umum, semisal di Universitas
Indonesia (UI). Bagi mereka ada beberapa alasan pentingnya
mempelajari hukum perikatan atau hukum perjanjian Islam
ini, yaitu alasan sosiologis, alasan yuridis, dan alasan praktis.

Alasan sosiologis dimaksud adalah kebutuhan

masyarakat Muslim Indonesia terhadap transaksi muamalah

yang berbasis syariah adalah sebuah keniscayaan. Untuk itu
diperlukan wawasan yang luas bagi para calon ahli hukum
yan g kelak bertugas dalam penyusl.man kontrak,
penyelesaian perkara yang berhubungan dengan kebendaan
agar mereka memahami konsep hukum perjanjian Islam.

Derrgan demikian tidak akan menyimpang dari prinsip ajaran

Islam.2

I Uatuk lebih detait tent ng bianir sekuritae, beca Aii Demaohuri,

"Bisnis Sclolrit.s: Perpektif Ekoaomi leho,," ddtrr lunal tuetitia (YoL
3/No. l,4.nu.ri-Juai 2006), t07-130.

, G€mata Deqri, et- d. Ifskun Pc;kean Islarn di ladoaceia

0ak..t1 Kcoc.nq 2!05)' 16.
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Mengmai "lasan yuridis, hukum perikatan Islam

adalah salah satu sumber dari hukum nasional di bidang
perikata& di samping hukum Perikatan Adat dan Hukum
Perikatan menurut KUH Perdata. Adapun alasan praktis
maksudnya adalah dmgan berdirinya bank-bank atau
lembaga ekonomi yang mmggunakan sistem Islam, maka
telah pula menjadi kebutuhan praktis bagi para mahasiswa di
Fakultas Hukum untuk mempelajari salah satu sistern
transalsi yang kini berkembang dalam praktek pemiagaan di
tanah air dan dunia intemasional.3

Akan tetapi patut disayangkan, materi hukum
perikatan atau hukum perjaniian ini masih absen dari
perbincangan studi hukum Islam khususnya di STAIN.4
Kalaupun ada, hukum perjanjian Islam biasanya dimasukkan
dalam materi fiqh muamalah dan materi hukum Perdata, dan
belum menjadi mata kuliah sendiri, sehingga sangat mungkin
mahasiswa membahasnya sambil lalu saja. Tulisan ini secara
spesifik akan menjelaskan tentang teori akad perjanjian
sekaligus prakteknya dalam skema kartu kredit syariah.

MEMAHAMITEORI AKAD

Para ahli berbeda pendapat dalam menggunakan istilah
hukum perianjian. Sebagian di antaranya menyamakan istilah
"hukum perikatan" dengan hukum perjanjian dan hukum
kontrak. Jika dikaji ketiga hal tersebut masing-masing
memiliki sfressing berbeda. Misalnya hukum perianiian
aigunalan apabila melihat bentuk nyata dari adanya
hansaksi sedangkan hukum kontrak adalah apabila
pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian dalam
bentuk tertulis.s Gemala Dewi menekankan perbedaan antara

I rhi&
. Lihat Buku Pedom.a Pcoy.lcoggaraan Pendidien STAIN, Tahun

Akademik (Z)05-2006), 40-43i Buku Pcdom.n Penyel€ngg.raar Petrdidikan
STAIN Pooorogo Tahua Aka&mik (2Io6-2007),4146

3 C*mda Dcsli, Hukua...., L
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hukum perikatan dengan hukum peiarqiarl. Menurutny4
hukum perikatan menggambarkan bentuk abstrak dari
terjadinya keHikatan para pihak yang m€ngadakan
transaksi, yang tidak hanya timbul dari adanya perjaniian
antara pihalg namrm juga dari keEntuan yang berlaku di luar
pe4anjian Ersebut yang mmyebabkan terikatnya para pihak
melaksanakan tndakan hukum terErtu. Dengan demikian
hukum perfl<atan bermalcra lebih hac dibandhgkan hukum
perjanjianr

Dalam kaqranya, C*mala mmghindari penggunaan
isdlah hukum pedaniian sebab dalam p€ngertian Hukum
Perdata Barat, hukum peianiian ata,:u Ooeremkomsl hanya
dimaknai sebagai pengaturan Eltang ikatan hukum yang
terbit dari perjaniian saja Senexrtara ihr, hukum perikatan
didefinisikan sebagai hubungan hukun merryangkut harta

kekayaan antara dua pihak berdasarkan mana salah satu

pihak dapat menuntut kepada pihak tain untuk memberikan,

melakukan atau tidak melakulan sesuatu.T

Hukum perianiian dalam Erminologi fiqh disebut

der.gan istilah a44 yang berarti mengikag menyambung atau

merrghubungkaru8 Adapun menurut istilah, aqd dimaknai

seb,agai:

1. Pertalian antara iiib dan qabrll yang dibenarkan oleh

syara' yang menimbulkan akibat hukum terhadap

obyeknya.r
2. Pertemuan ifir-b dan qabul sebagai Pemyataan kehendak

dua pihak atau lebih rmtuk melahirkan akibat hukum

Pada objelcrYa-ro

6lbi4 Z
, Pasd tlil'l f,lJH Pcrdetr.
I At-Sft.zal*ri, htt *@t{Mceic Muattefr Bib el-Ilelebi' 1964),

IL4
t Vahbah .Lzdri.rfi' frqb Idfu n AdilbmLt (Bciar Dir al-Fikr,

E), 8r.
tr Syaosut,A.rwer, Iltdnt Pairriia Sy.ri.h: Studi teDb,,g Tco;

A.bd dzlzm Fiqh tfunrlrr(tektta: PT RrieGretrado Pc.t.dz, z,,,|D' 6a,

62
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Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa: Pertama,

akad merupakan keterkaitan atau Pertemuan ijab dan qabul

yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah
penawiuan yang diajuLan oleh salah satu pihak, dar qabul

adalah jawaban persetuiuan yang diberikan mitra akad

sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama.'r
Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak

karena akad adalah pertemuan iinb yang merepresentasikan
kehendak dari satu pihak dan qabril yang menyatakan
kehendal pihak lain Tindakan hukum satu pihak, seperti
janji memberi hadialr, wasiat wakaf atau pelepasan hak,
bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak
merupakan tindakan dua pihak karenaya tidak memerlukan
gabul-rz

Ketiga, tuiuan akad adalah untuk melfirkan suatu
akibat hukum. Di sini dapat ditegaskan bahwa tuiuan akad
adalah maksud bersama yang dituiu dan yang hendak
diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat
hukum akad dalam hukum Islam disebut dmgan hukum
akad (hukm a4d). Hukum akad dibedakan meniadi dua
macam, yajtu: (1) hukum pokok akad (al-lakm al-ash h alaqd),
dan (2) hukum tambahan akad (al-lrukm al-ta'bi I Ii al-aqdl t1

Dalam melaksanakan perianiian atau aqd, terdapal
rukun dan syarat yang harus dipenuhi, yaitu:ta

1. Para pihak yang membuat akad (al- bqklayn)
2. Pemyataan keherrdak para pihak (shighat al- aqd)

3. O\ek alad (ruhallul nqd)

4. Tujuan akad (natillat' al'aqn)
Para fuqaha' berbeda pendapat bltang unsur-unsur

akad, seper6 unsur rnana yang merupakan bagian yang
membentuk akad. Menurut ulama Madhhab Flanafi unsur

n rbi4 59.
12 lbid.
1' Ibi4 7L
r. V.hbah Al- Zuh.yfi, Fiqh 1sfia..........,111294.
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pokok yang membentuk akad hanyalah pernyataan kehendak
masing-masing pihak berupa ijab dan qabril, sedangkan para
p rak (hqidonl dan objek akad adalah unsur luar, bukan
mr:rupakan esensi akad jadi bukan rukun akad.ls Meskipun
demikian, kelompok ini menyatakan bahwa ursur para pihak
dan objek akad itu harus ada untuk terbentulnya sebuah
akad.

Penjelasan merrgenai masing-masing rulun atau
komponerrkomponen brberrtunya akad, fuqaha memerinci
nya dengan sangat teliti, yaitu
1. Para pihak yang membuat ala d (al- iqidon)

Az-Zuhally menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan
cakap hukum atalu aliliyah adalah "kelayakan seseorang
untuk menerima hal dan kewaiiban dan untuk diakui
tindakan-tindakarmya secara hukum syariall-"l6 Ahliyah
sendiri dibagi dua yaitu aHiyrul wujub dan ahliyatul atla.

Ahliyatul trujud atat kecakapan memilki hal adalah
kecakapan ses€or:mg untuk memiliki hak kebendaan,

misal pihak waris, hak ganti rugi dan lain-lail:. Ahliyah
arufb bersumber dari kehidupan dan kemanusiaan maka
setiap manusia yang hidup dipandang memiliki hak
termasuk ianin yang masih dikandung ibunya.l7

Hangkan ohl@ afu'atau kecakapan bertindak
adalah kecakapan seseomng untuk melakukan fasharul
dan dikerrai pertanggungjawaban atas kervajiba+ yang
berupa hak Allah mauprm mamrsia. Sandaran kecakapan

in adalah silat morcyyb yaitu mampu mernbedakan dua

hul y*g berbeda misalnya antara baik dan buruk, benar

dan salah dan sebagainya, serta berakal sehai Seorang

fiurnqyyiz yang beratal sehat tetaPi tidak cakap

melakukan akad disebut ahliyah aila ndqishoh atart

E Syzmsol Arrrr, Ila&uar PdiaDiia.,...,%-97.
5 Azzuhalt!, fiqb Ishmi.....,., N: tl6.
r lbi4 i id VII: [61t8
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kecakapan bertindak yang tidak semPurna. Sementara

akad harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki
kecakapan bertindak secara semPuma @Hiyah oda'
knmibh) yatttt orang yang mencapai usia akil baligh dan
berakal sehatl8

2. Objek Akad (mahall al-' aqtl).

Adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan
adanya fibat huktrm yang ditimbulkanya. Syarat yang
harus dipenuhi oblek alad paling tidak ada empat :

a. Objek akad harus ada ketika akad dilangsungkaru
b. Objek akad benar srer:ara syar 7

c. O$ek akad harus i{as dan dikenali.
d. Objek akad harus dapat diserahterimakan

3. Tujuan akad at:;t maudlw hl-aknd
Adalah tuiuan dan hukum yang mana suatu akad
disyari'atkan untuk tuiuan tersebut Bisa saia tujuan akad
itu berHa misalnya untuk jual beli, tujuan yang hendak
dicapai adalah pemindahan kepemilikan dari penjual ke
pembeli dengan imbalan. Sedangkan dalam akad hibah
bertujuan pemindahan hak milik, tanpa disertai imbalan.
Sementara untuk akad ijarah &rh\uan pemindahan
pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan
Sedangkan tujuan akad ijirah adalah penggunaan
manfaat harta tanpa disertai imbalanle

4. Ijib qabul atat *igat akad

Adalah kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak atas
hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari perikatan akad.
Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari
pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan
setuatu, sernentara qabril adalah suatu pernyataan

t lti.dttt-1:xz
t Musta6 *Z.tq , A-t-M.dktd d-Fiqh *,{aa (Beiruc Dir .l-

Fik , t t),31{
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mmerima dari pihak kedua atas perur$/arzrn yang
dilakukan oleh pihak pertana.

Al-Zulnily perq,aratan umum yang
harus dipenuhi dalam shigat akad:
a. lala al-ma ha (dinj'atakan dengan jr:las dan pasti maknanya)
b. Tauxfuq (ad,anya p€rsesuaian antara iiab dan qabul)
c. lannul irailatoym (ij5b dan qahtr mmuniukkan kehendak

para pihak secara pastl tidak ragu dan tidak terpaksa)
d. .lttisal al-qabu1 bi al-ga) ftedua belah pihak hadir dalam satu

rnajlis)

HI.'KUM PERIANIIAN DALAM PRAKTEK

Penerapan hukum ekonomi Islam dalam praktek ekonomi di
Inclonesia berkembang pesat Misalnya perbankan syari'alu
asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, reksadana syari'alr
MLM syari'a[ kartu kredit syari'ah dan lain-lain Jika
dicermati secara konseptual tiaptiap lembaga syariah
maupun prduklya, memiliki akad hansaksi yang bervariasi.
Misalnya, dalam bank unurn syariah kegiatan usaha

peghimpunan dana yang dilakukannya mmggunakan akad
waill ah dan muidrabah. Sementara untuk penyaluran dana
menggunakan prinsip jual beli seperti murabahah, istishna, daIJ.

satltn. Selain itu, mmggunakan pula PrinsiP bagi hasil
dengan akad mudirabah, dan musymakah. Sementara untuk
jas,a sewa menyewa mmggunakan akad, ijalah, iimah
muntahiyah bi al-tamfrk. Adapun untuk jasa pelayanan bank
syari'ah menggnnakan akad toakalah, hitt ah, kafalah, darl.

rahn.m

Selama ini di beberapa bank syariaah Indonesia telah

terbit kartu lcedit syariah. Dalam prakteknya Penerbitan
kartu kredit syariah oleh bank kepada nasabah dilandasi oleh

! Pcreturen Badr lodoacsia no 6 /PBl/m0/,, p*d 36; f,roaco rL
Perwrt..to.di. dan Hca&i Talliang, Raoli Syta'ah: Tcori, PnLch ea
Penotnny. A.k rtrt Cclcetid Publiebiag, ?X)7), 73L
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hukum perjanjian- Untuk karrsaksi pemegang kartu melalui
merchant atau penerima t<artu, aigunakan aLad kafalah wa al-

ijnrafu sedang;kan untuk transaksi pengambilan uang tunai
digunakan akad qard ua al- ijarah

Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh bank
atau lembaga lain yang dibrbi&an dengan tujuan untuk
mendapatkan uang bamng atau iasa secara kredit.2l
Mekanisme atau prosedur kartu kedit adalah sebagai
berikut 2
a- Pemegang kartu mengadakan perjanjian dengan penerbit

karhr krcdit dan berdasarkan perjanjian ini pihak penerbit
menerbitlan kartu k€dit alas nama pemegang kartu.
Dergan ini pemegang kartu dapat berbelanja pada toko-
toko atau bidang iasa lain yang bersedia melayani, yang
mana sebelunnya pedagang (merdmt) telah pula
mengadakan perianiian derrgan pihak penerbit kartu;

b. Pemegang kartu kredit mengadakan perjanjian i"ul buli
dengan pedagang;

c. Selanjutnya pedagang m€nagih pembayatan kepada
penerbit kartu lxedit dan penerbit kartu mengadakan

brlebih dahulu atas utang pemegang kartu
kredit (dalam hal pembayaran ini perusahaan penerbit
kartu kredit mendapat komisi dari pihak pedagang

d. Pada waktu yang dibntukan Frusahaan penerbit kartu
kedit melakukan kepada pemegang kartu
l(edit

Dasar hukum penerbitan kartu hedit syari'ah

Penerbitan kartu laedit syari'ah didasarkan kepada
Peraturan Bank Indonesia No- za/frI/ZJxlil, bntang bank
umum yang nrelaksanakan kegiatan berdasarkan bank

zr rot-c. It .hio, frra fte {H",9, ndb Adit m+ nB\
9.

z Sulrewedi K [,!h4 IIfu Etui Idba 0.k rt : Sin.r
Cre6gam),{B
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syariah. Dalam pasal 36 huruf m dinyatakan bahwa bank
dapat melalcukkan kegiatan rlcl,ha cmil defut, chcrge
berdasarkan prftEip syarialL Di samping ih! pelaksanaan
kartu kedit iuga meruiuk kepada Fatwa DSN MUI
No.42lDsN Mu/v/Zn4.

Menurut kIlIl Wiolt dwge aril harus memenuhi
keEntuaft
1. Tidak menirrbultan riba-
Z Tidak aigunar.an untuk tansaksi objek maksiat atau

haram.
3. Tidak merdorurg isftr{atau pegduaran yang berlebihan,

antara lain dengan cara merrctapkan pagu.
4. Tidak merrgakibalkan hutang yang tidak pernah lunas.
5. Pemegang kartu utama harus memiffki kemampuan

finansial untuk melunasi Fda ryaktunya-
Adapun keErtuan administrasi (pe) adalah sebagai

berikut :

1. Iuran atzlu nanibenhip /re. Pmerbit kartu
boleh meraima iuran keanggotaan hrrnasuk

f,erpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu
sebagai imbalan izin penggunaan fasilitas kartu. Ujrafi
(merchadt /a) dalam hal ini penerbit kartu boleh
menerima fee yang diambil dari harga objek transaksi
atau pelayanan sebagai upah, pesamru penagihan

2. Fee pernrikan uang funai P€n€nfit l€rtu boleh menerima

fe penarikan uang tunai srialgat fu atau pelayanan dan
penggunanan fasilitas yang beamya tidak dikaitkan
dengan iumlah peluritan

3. IGtentuan denda- Yaitu den& keklambatan dan denda
karern melampaui Fgu. Uang dmda diakui sebagai

dana sosial
4. Hubungan hukum antan pen€ltit dmgan pemegang

kartu kredit dituanglon dalam perianiian brhrlis yang

dibuat dibawah tangan dan klausul-klausulnya
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ditentukan secara sepihak oleh penerbit. Aturan di mana
kedua belah pihak tersebut dalam formulir aplikasi,
bentuk layanair dan tagihan tiap bulan, semuanya dibuat
penerbit secara baku. Perianjan seperti ini sering disebut
perjanjian baku sepihak.z Perianjian baku sepihak adalah
perianiian yang isir.va ditentukan oleh pihak yang kuat
kedudukannya dalam perjanjian itu.

Keabsahan kartu kredit syariah dengan akad perjanjian
lafalah wa al-ijarah serta al-qaril wa al-ijarah dapat dijelaskan
sebagai berikut aktil ijirah adalah pembiayaan berupa
talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki
suatu barang/iasa dengan suatu kewajiban menyewa barang
tersebut sampai jangka waktu sesuai dengan kesepakatan.
Pada akhir jangka waktu tersebut pemilikan barang
dihibahkan kepada nasabah atau dibeli oleh nasabah. Bank
mernperoleh margin keuntungan melalui pembelian dari
pemasok dan sewa dari nasabah.2r Sementara kafalah adalah
pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (kall)
kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang
ditanggung). Atas pemberian iaminan ini bank memperoleh

Iee.6
Pada mulanya memang terjadi konkoversi keabsahan

kartu kedit syari'ah Alasan yang dikemukakan adalah
didalamnya terdapat uruur riba dan gharar. Mereka
beralasan:
1. Kaitan antara kartu Ersebut dengan pihak perusahaan

yang mengeluarkannya dalam transaksi pengeluaran
kartu. Pernbayaran yang apabila dibayarkan
minimumnya saia pada iatuh tempo akan terkena bunga
yang telah diErtukan sebelumnya pada waktu perianiia4
walaupun tepat waktu pembayaran. Di sini terdapat

2r C*o.ta Dewi. .IIrrI a Perik2.2a...............,219.
r Xemaea Perseteamzdia Baa* $2ti2L........, 78
! IH4 80
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tambahan pembayaran meskiFm tepat waktu, tambahan
ini termasuk nh fadlal (riba yang telah disepakati
sebelumnya).

2. Jikalau pemegang kartu terlambat membayar tagihan
pada waktu jatuh tempo, maka pemegang kartu akan
terkena denda, di mana uang denda tersebut meniadi
milik issuer. Riba ini termask riba nasi hh, karena harus
mamhyar tambahan yang disebabkan tidak bisa
merrbayar tepat waktu.

3. Meskipun pemegang karhr membayar pada waktu jatuh
tempo, akad ini btap mengandung riba karena pada awal
akad telah disetuiui masalah denda dan brmga.

4. Mmurut Majlis Fatwa Saudi Arabia iuran tahunan yang
diminta oleh issuer adalah riba.

Selain itu, menurut merek4 di dalam kartu l,redit juga

terdapat unsur gftard. Dari transaksi yang terjadi pada kartu
kr,edit memang tidak terlihat adanya gharar antan pihak-
pilhak yang terkait tetapi mungkin adanya ketidakjelasan
akad awal yaitu pada saat perjanjian dilakukan.
Ketidakjelasan itu adalah penerapan pembayaran, pemegang
kartu ketika jatuh tempo antara tunai dan cicilan, di mana
keduanya dipakai dan tidak memilih salah satunya. Hal ini
sama saja dengan pernyataan nsaya jual barang ini dengan
harga segini jika tumt dan segini jika cicilan". Kemudian
pcmbeli menyetujui tanpa memilih dari keduanya. Dalam
kartu kredit ini terdapat ketidakielasan cara marn yang akan

dipakai dalam pembayaran apakah tunai atau cicilan. Dengan

demikian hukumnya adalah haram.26

Saat ini di Indonesia sudah terbit kartu kredit syariah.

Bank Danamon derrgan menggandeng Master Card yang

menerbitkan Dfuham Card. Menurut Hendarin Sukarmadji,
Drektur Syari'ah Bank Danamoru perbedaan Dirham Card

x (Kartu trr€dit Sy.ri'.h,' d.lasr hrg://luqoannomic.vordprcee.
corll2otl /09/ZUkzraLtdi.,/, &.tt 5 15 Novcrnb€r 2!X)&
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dan kartu kredit biasa terletak pada akad (perjanjian kontrak
atau skema tansaksi yang digunakan dan dapat berupa

ijirah, kafaW atauprn qardh). Seperti pada penjelasan di atas,

akad ijmah pada Drham Card ini, penerbit kartu adalah
penyedia iasa sisEm pembayaran dan pelayanan terhadap
pemegang kartu. Atas penyediaan jasa atau ijarah int,
pemegang kartu dtkenakat memberchip fee.

Dalam skema kafalah, Barljr' Danamon syariah selaku
penerbit kartu bertindak sebagai peniamin bagi pemegang
kartu terhadap mnchant (toko) atas semua kewajiban bayar
yang timbul. Bank sebagai penerbit kartu akan menerima
imbal jasa atau/ze.

Untuk akad qafilh, penerbit kartu adalah pemberi
pinjaman kepada pemegang atau melalui penarikan tunai
dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dtham Card ini
tidak menerapkan sistem bunga, mmun mmgguurkan biaya
sewa berdasarkan prinsip ijarah. Sementara pengelolaan dana
kebajikan yang diperoleh dari penyelenggaraan produk
syariah, misalnya late paymmt fee disalurkan untuk kegiatan
sosial.

Selain itu, mengacu pada fatwa Majlis Ulama Indonesia
(MUI) yang menegaskan agar jangan sampai keberadaan
kartu semacam ini mendorong konsumerisme, maka
Danamon membidik segmen Gold yang relatif punya uang
banyak.T

Namun demikian Dewan Syariah Nasional Majelis
Ulama lndonesia (DSN-MUD @p meminta induski
perbankan syariah berhati-hati dalam menerbitkan kartu
kredit syariah. Menurut sekertaris DSN MUI, Ichwan Syam,
penerbitan kartu kredit syariah diperbolehkan sebagai
kemudahan bagi masyaralat dalam membayar sejumlah

/, cKaftlJ Kredit Ramaikan Pasar Sya.i'ah," &lam
htto: //wuw.niriah.com/berita/bisrie/tid34.hunl. diakses 16 November
2008
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Earuaksi keuangan dan bukan untuk keperluan konsumtif.
DSN MUI mendorong industri perbankan syariah agar
menerapkan prinsip kehati-hatian (prudent) dalam
menerbi&an kartu kredit. Untuk merealisasikanya perbankan
syariah diminta hanya menerbi&an kartu kredit syariah bagi
nasabah saja.a

Menurul sekretaris MIn Dry Ahmad Mukhsiru sah
membayari zakat dengan kartu krcdi! meskipun itu berarti
pembayaran dilakukan dengan cara berhutang. Menurutnya
semua ibadah harus ada niat yang diwujudkan dengan
sebuah akad (perjanjian). Pemilik kartu kredit pasti telah
melakukan pe4anlan dengan bank untuk membayamya
sehingga dapat mengakses uang yang akan digunakan untuk
berzakat.D

Perjanjian yang dilakukan antara pemegang kartu
kredit dan penerbit kartu krediL menurut penulis,
menuniukkan bahwa fasilitas kartu krcdit memenuhi syarat
sahnya sebuah perjaniian dan juga memenuhi asas-as.B

hukum perianlian yaitu asas kebebasan berkontrak, asas

konsensualisme dan asas kekuatan mengikat.
Dalam pandangan hukum perjanjian Islam, setiap

orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat pada

rvlrna-nama yang telah ditenhrkan dalam undang-undang
syariah, dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad

yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh

tidak berakibat makan harta s€sama dengan iatan bathil.
t-andasan dalil naqli kebebasan berakad adalah firman Allah :

"Wahai orang --orang beriman Wuhilah ak d4kad (ryrjanjian)."n
Dalam kaidah ushul fiqh, perintuh dalam ayat ini
mernunjukkan wajib, artinya memenuhi akad itu hukumnya

a "DSN MUI: Hati-hati Terbitkan Xartu Krcdia Syari2h," dd.m
http://www.mui.o(idlmui_inlncws.phplid=13,1

29 'Sah B€rzakat deogan fa.tu Kredif' del.m
hqr: / /r'*'w. entare. c o.id/ lrc /2co7 /9 / 15/ s.h-takat{eng.n-ka'tu-krcdit/

a eS. 5; 21.
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wajib. Dalam ayat ini akad disebu*an dalam bentuk lanal<
yang diberi kata sandang @\ al-uqud, menurut kaidah usul
hqL januk yang diberi kata sandang al menunjukkan
keumuman.3l Kebebasan berakad dalam hukum Islam
memang dibatasi. Pembatasan itu ditaitkan dengan larangan
makan harta sesama dengan ialan bathil sebagaimana
disebu&an dalam AlQuran-o

Prirsip kebolehan akad (perjaniian) dalam kartu kredit
jrtgu didasarkan pada :r$as konsensualisme. Asas
korsersualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu
perjanjian cukup dengan ercapainya kata sepakat antara
para pihak tanpa perlu formalitas Mentu.

Dalil hukum yang dipakai fuqaha untuk menimbulkan
asas konsensualisme adalah firman Allah al-Qur'an surat 4 aI-
Nisa 29. Kemudian asas teralihir adalah asas kekuatan
mengikat Dalam AlQuran dan hadits terdapat banyak
perintah memenuhi janji begitu pula kaidah ushul fiqh:
" perintoh itu pda am.mya merunjd*m unjib, ini berarti balwa
janji itu mngikat tlanzmjtu dipathi;'n

Selain ih! skema akad yang digurukan adalah akad
ijatah, ktfdlnh dan qmlh sepr6 yag sudah difelaskan di muka.
Memang secara umum, skemanya tidak jauh berbeda dengan
kartu kedit konversional, hpi penting dicatat bahwa untuk
mendukung tiga jenis skema akad brsebu! Dirham Card
menggunakan aturan pendukung karena tidak menggurnkan
bunga. Ada tiga hal yang diharapkan dapat meredam
kemungkinan hrjehk pada bunga/riba:
7, Gcodtrill ifinshnenL Pmgguna wafib mmyetor goodruill

inoestment sebesar 10% dari limit Ini bertufuan supaya
penggunaan kartu kredit tidak semena-mma.

,r M.r'6-rd Atr Z.hr.L, U.hA llLEqL Oe: Da d-fib .LAr.lii,
Lr),157.

rc eS 4: 9.
3 Sy.e.ElArE r, IIatu PaFda--...-.O
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2 Pembukaan rekming. Pengguna wajib membula
rekming di Bank Danamon Syariah sebesar IDR 5fi) ribu.

3. Pengenaan denda. Ada dua i:nis denda yang akan
digunatan bila pengguna Dfuham Card terlambat
melunasi hutangnya. Denda pertama adalah ta bidh,
sebagai biaya pel agihan bank sebesar 17 ribu per bulan
Denda kedua adalah sebear 3% dari tagihan. Tapi iumlah
itu bukan bunga" karena merupakan ryrillwl hawt yang
akan diberikan kepada BAZIS dan bukan hak bank.

Bank, dalam hal ini mendapattan keuntungan dari jasa
penjamin transaksi, dan tidak mendapatkan keuntungan dari
bunga. Di sinilah letak perHaannya dengan kartu loedit
konveruional.

PENUTUP

Ser:ara konseptual hukum peianiian Islam berbeda
signifikan dengan hukum Perdata Barat (Kontinental).
Namun demikian hal ini bukan lantas dipertentangka& ffipi
lebih pada upaya saling mmgisi dan melihat titik Emu
ke,luanya. Soal perbedaar; hat ini lebih disebabkan karena
keHdaksamaan filosofi hukum dan pengambilan sumber
hukumnya. Dalam hukum perjanjian Islam, ulama menggali
hukum dari alQur'an dan hadis serta iitihad. Selain itu,
mengenai keabsahan perianjia& dalam perspektif hukum
peianjian Islam, sebuah akad dianggap sah jika tidak
be:rtentangan dmgan dalil syaru'. *mentara ihr, dalam
Hukum Perdata, pedanian diangap sah iika tidak
bertentangan dengan undang-undang. Demikian halnya,
dalam hukum perja.iian Islam secara tegas dinyatakan tidak
boleh ada wuur riba, gharm, dan rra1tsir. Sementara dalam
Hukum Perdata tidak diatur secara rinci.

Merujuk pada teori a,.-Zuhaily tentang unsur keabsahan

akad, yaitu adanya para pihak yang membuat akad (at
'aqidayn), pemyataan kehendak para pihak (shighal al-fiqd),
Otrjek akad (mahzll al- hqd), ttjuan akad (manillu' al'aqd1, *ra
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adanya kes.,suaian dengan asas perjanjian Islam, yaitu
tentang kelrcbasan berkonkak asas konsensualismg dan asas

mengikat, sesu ngguhnya akad perjarfian dalam transaksi
kartu kredit syariah seperti pada penjelasan di muka, sah

secara syar'i. Namun dernikiaru d"lam perrgguruannya harus
terus dikawal dan dicermati, supaya tidak Eriadl hilah al-
latbnl:r"laka.#

"Kartu Krcdit Ramaikan Pasar Syari'a}," dalam
hft p:/ /www.niriah.com/ berita/ bisnis /lid34.html.
diakses 15 November 2008

"Karhr Kredit Syari'ah," dalam http://luqmannomic.
wordpress.com/2n7 / @ / 21/karh*redit/, diaks€s 15
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"Sah Berzakat derrgan Kartu kedit" dalam
http:/ /www.antara.co.id/ arc/2007 /9 /75 / sah-zakat-
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